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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Tinjauan Umum 

1. Sejarah Perusahaan 

Kejaksaan Negeri Surabaya yang beralamatkan di Jalan Raya 

Sukomanunggal Jaya No.1, Surabaya, Telepon (031) 7382297, Fax (031) 

7382298. Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya diresmikan pada 

tanggal 17 Juni 2008 oleh Jaksa Agung R.I.  

Kejaksaan Negeri Surabaya berdiri pada tanggal 22 Juli. Kejaksaan 

Negeri Surabaya terdiri dari tiga lantai yaitu lantai pertama disebelah kiri 

terdapat Divisi Sub Pembinaan dan disebelah kanan Divisi Tindak Pidana 

Umum (Pidum), lantai dua yaitu disebelah kiri Divisi Tindak Pidana 

Khusus (Pidsus), sedangkan disebelah kanan Divisi Intelijen, dan lantai 

tiga disebelah kiri Divisi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) disebelah 

kanan ada aula Kejaksaan Negeri Surabaya, masjid, kantin, tempat parkir 

dan tempat rampasan barang yang ditaruh di instansi pemerintah ini. 

Kejaksaan Negeri Surabaya merupakan instansi yang bergerak di 

bidang jasa terutama dalam melayani masyarakat di bidang hukum seperti 

adanya pelayanan hukum di masyarakat, jadi masyarakat yang sangat 

membutuhkan informasi hukum atau butuh perlindungan hukum bisa ke 

pos pelayanan hukum masyarakat dan dapat bertemu langsung dengan 

Jaksa yang menangani perkaranya, serta dapat melayani masyarakat dalam 
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pengambilan surat tilang STNK. Kejaksaan Negeri Surabaya adalah 

lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan di bidang 

penuntutanserta kewenangan lain yang berkedudukan dan pada lingkup 

daerah hukum di tingkat kota/kotamadya/kabupaten berdasarkan Undang-

Undang No. 16 Tahun 2004. 

Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai lembaga penegak hukum 

melaksanakan tugasnya secara merdeka dengan menjujung tinggi hak asasi 

manusia dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Kejaksaan Negeri Surabaya dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul 

Jaksa Agung. Dalam hal tertentu di daerah hukum Kejaksaan Negeri dapat 

dibentuk cabang kejaksaan negeri, yang dibentuk dengan Keputusan Jaksa 

Agung. 
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Gambar 4.1 Gedung Kejaksaan Negeri Surabaya 
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Visi 

Visi Kejaksaan Negeri Surabaya adalah:  

Mewujudkan Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai yang terdepandalam 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta 

memberikan kepastian hukum secara profesional dan proporsional. 

Misi 

Misi Kejaksaan Negeri Surabaya adalah:  

1. Meningkatkan profesionalisme dan integritas moral aparatur 

Kejaksaan Negeri Surabaya melalui perubahan paradigma, budaya 

kerja, dan peningkatan sarana prasarana serta optimalisasi 

penyerapan anggaran yang berbasis kinerja. 

2. Meningkatkan kepekaan aparat intelijen dalam melaksanakan fungsi 

intelijen yustisial untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas 

bidang lain dengan memanfaatkan teknologi informasi. 

3. Mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana umum yang 

dilakukan dengan cermat, cepat, dan tepat guna memenuhi rasa 

keadilan berlandaskan peraturan perundang – undangan dan tetap 

mengedepankan integritas moral. 

4. Mempercepat penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana 

korupsi dan tindak pidana ekonomi secara profesional dan 

proporsional guna terciptanya kepastian hukum berdasarkan 

ketentuan perundang – undangan. 
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5. Mengoptimalkan kinerja jaksa pengacara negara yang berintegritas 

secara profesional dan proporsional untuk meningkatkan hasil 

pemulihan dan perlindungan aset negara. 

Motto 

Motto Kejaksaan Negeri Surabaya adalah : 

“ Bekerja Cermat, Tepat, dan Tuntas”. 

 

 

 

 
 
 

 
 

Sumber :www.kejaksaansurabaya.com 

Gambar 4.2 Gedung Belakang Kejaksaan Negeri Surabaya 

2. Logo Kejaksaan Negeri Surabaya 

Logo Kejaksaan Negeri Surabaya sebagaimana terlihat pada Gambar 

4.3 berikut. 

 

 

 
 

 

Sumber :www.kejaksaansurabaya.com 

Gambar 4.3  Logo Kejaksaan Negeri Surabaya 
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3. Tujuh Tertib Kejaksaan Negeri Surabaya 

                       Adapun tujuh tertib yang ada di Kejaksaan Negeri Surabaya yaitu : 

a. Tertib Administrasi 

b. Tertib Anggaran 

c. Tertib Peralatan 

d. Tertib Disiplin Kerja 

e. Tertib Perkantoran 

f. Tertib Kepegawaian 

g. Tertib Moral 

4.Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Surabaya 

    Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Surabaya terlihat pada 

Gambar 4. 4 berikut 
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Gambar 4 .4 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Surabaya 

Sumber Kejaksaan Negeri Surabaya 

 

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA 

T O M O., S.H. 

KASI TINDAK PIDANA 

KHUSUS (PIDSUS) 

ROY ROVALINO H, SH 

KASI TINDAK PIDANA 

UMUM (PIDUM) 

JOKO BUDI 

DARMAWAN., S.H. 

KASI PERDATA DAN 

TATA USAHA NEGARA 

(DATUN) 

AGUS CHANDRA., S.H. 

     KASUBAGBIN 

PEMBINAAN 

FADILAH., S.H. M.H. 

KASI INTELIJEN 

SRI KUNCORO., S.H. 

M.H 

1. KAUR KEPEGAWAIAN 

2. KAUR TATA USAHA 

3. KAUR PERLENGKAPAN 

4. KAUR KEUANGAN 

       1. JAKSA PENGACARA   

NEGARA 

         1. STAF PRATUT 

         2. JAKSA FUNGSIONAL 

       1.JAKSA FUNGSIONAL        1.JAKSA FUNGSIONAL 



27 
 

5. Job Description 

1.  Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Melakukan atau mengendalikan kebijaksanaan penegak hukum dan 

keadilan baik preventif maupun refrestif yang menjadi tanggung 

jawabnya di daerah Hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. 

b. Melakukan Penyelidikan, Penyidikan, Prapenuntutan,Pemeriksaan 

tambahan, Penuntutan, Eksekusi, dan tindakan hukum 

lainberdasarkan peraturan perundang – undangan dan 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. 

c. Melakukan dan mengkoordinasi penanganan perkara pidana tentu 

dengan instansi terkait meliputi penyidikan, penyelidikan dan 

melaksanakan tugas – tugas yustisial lain berdasarkan peraturan 

perundang – undangan dan kebijaksanaan yang ditentukan oleh 

Kejaksaan Agung. 

d. Melakukan pencegahan dan pelanggaran terhadap orang yang 

terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk didalam atau 

diluar, meninggalkan wilayah kekuasaan negara Republik 

Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu 

keterlibatan umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta 

pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 

ketertiban masyarakat. 
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e. Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah 

dan organisasi lain didaerah hukumnya untuk memecahkan 

permasalahan yang timbul terutama yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

f. Memberikan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan 

melaksanakan tugas – tugas lain berdasarkan perundang – 

undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.  

 

2. Sub Pembinaan 

Sub bagian pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas 

manajemen dan pembangunan prasarana dan pengelolahan 

ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, 

perlengkapan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknis atas milik 

negara yang menjadi tanggung jawab serta pemberian dukungan 

pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di 

lingkungan Kejaksaan Negeri Surabaya dalam rangka mempelancar 

pelaksanaan tugas. 

Dalam melaksanakan tugas, sub bagian pembinaan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina 

kerjasama seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri 

Surabaya di bidang Administrasi. 
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b. Melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana urusan 

ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, 

perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya. 

c. Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan 

dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya. 

Sub bagian pembinaan terdiri dari: 

a. Urusan kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan 

kepegawaian peningkatan integritas dan kepribadian serta 

kesejahteraan pegawai. 

b. Urusan keuangan yang mempunyai tugas melakukan urusan 

keuangan. 

c. Urusan perlengkapan yang mempunyai tugas melakukan urusan 

perlengkapan dan kerumahtanggaan. 

d. Urusan tata usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan 

ketatausahaan. 

 

3. Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara 

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan 

dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan 

pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah 

dan masyarakat di sidang perdata dan tata usaha negara. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perdata dan Tata Usaha 

Negara menyelenggarakan fungsi: 
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a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan 

tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan 

pengamanan teknis. 

b. Pengendalian kegiatan penegakan hukum, bantuan pertimbangan 

dan mewakili kepentingan negara dan pemerintah. 

c. Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, 

gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap 

perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan 

negara. 

d. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang 

menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan 

memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau 

pemerintah tidak menjadi tergugat. 

e. Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan 

mewakili kepentingan keperdataaan dari negara pemerintah dan 

masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus. 

f. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta 

memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan 

masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum 

Kejaksaan Negeri Surabaya. 

g. Pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau 

pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan 
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tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan 

penegakan hukum. 

h. Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian 

aparat tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri 

Surabaya. 

Tugas – tugas yang sudah dilaksanakan adalah: 

a. Naskah Kerjasama (MOU). Kejaksaan Negeri Surabaya 

mempunyai kerjasama (MOU) nomor B-01/0.5/GS/11/2006, 

nomor 111.PJ/061/IP/2006 tanggal 16 November 2006 dengan 

Indonesia Power. 

b. Surat Kuasa Khusus (SKK) 

1. Nomor SK-2728/0.1.14/GS.1/11/2006 tanggal 14 November 

2006, dari Kepala Kejaksaan Negeri kepada Jaksa Pengacara 

Negara sebagai tergugat. 

2. Nomor SK-2926/0.1.14/GS.1/11/2007 tanggal 27 November 

2007 dari Kepala Kejaksaan Negeri kepada Jaksa Pengacara 

Negara sebagai terbantah atas pelaksanaan eksekusi barang 

bukti. 

3. Nomor SK-144/0.1.14/GS.1/06/2008 tanggal 23 Juni 2008 

dari Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai penggugat 

dalam perkara gugatan Nomor 196/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel 

untuk mengajukan kasasi sehubungan dengan Putusan 
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Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 143/Pdt/2007 tanggal 

10 April 2008. 

4. Nomor SK-67/0.1.14/GS.1/03/2008 tanggal 12 Maret 2008 

dari Kepala Kejaksaan Negeri kepada Jaksa Pengacara 

Negara sebagai tergugat. 

5. Nomor SK-68/0.1.14/GS.1/06/2008 tanggal 12 Maret 2008 

dari Kepala Kejaksaan Negeri kepada Jaksa Pengacara 

Negara sebagai tergugat 1. 

 

4. Sub Seksi Tindak Pidana Umum 

    Sub Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan 

pengendalian dan atau melaksanakan penuntutan, pemeriksaan 

tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan 

pengadilan, pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan 

lainnya dalam perkara tindak pidana umum. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Tindak Pidana Umum 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana 

umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan 

teknis. 

b. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian 

kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam 

perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban 
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umum, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan ketertiban 

umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak 

pidana umum lain yang diatur di luar kitab undang – undang pidana. 

c. Penyiapkan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penetapan 

hakim dan putusan pengendalian, melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain 

dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya. 

d. Pembinaan kerjasama dan melakukan koordinasi dengan instansi 

serta pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan 

perkara tindak pidana umum kepada penyidik. 

e. Penyiapan bahan saran, konsepsi tentang pendapat dan atau 

pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana 

umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan 

hukum. 

f. Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian 

aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Negeri 

Surabaya. 

g. Pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum 

Kejaksaan Negeri Surabaya. 

5. Sub Seksi Tindak Pidana Umum 

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melakukan 

pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, 

pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan dan 
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putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas 

bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana 

khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri Surabaya. 

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tindak Pidana Khusus 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak 

pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan 

pengamanan teknis. 

b. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan 

penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan, tambahan, 

penuntutan dan pengadministrasiannya. 

c. Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, 

pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan 

tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta 

pengadministrasiannya. 

d. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan 

memberi bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam 

penanganan perkara tindak pidana korupsi, ekonomi dan tindak 

pidana khusus yang lain serta pengadminintrasiannya. 

e. Penyiapan bahan sarana konsepsi tentang pendapat dan atau 

pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak 

pidana khusus dan masalah hukum lain dalam kebijaksanaan 

hukum. 
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f. Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian 

aparat tindak pidana khusus. 

6. Bidang Usaha 

    Kejaksaan Negeri Surabaya yang beralamatkan di Jalan Raya 

Sukomanunggal Jaya No. 1, Surabaya, Telepon (031) 7382297, Fax (031) 

7382298,  merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang jasa, 

seperti melayani masyarakat yang berhubungan dengan masalah hukum, 

misalnya jika masyarakat yang butuh informasi hukum atau butuh 

perlindungan hukum bisa ke pos pelayanan hukum Kejaksaan Negeri 

Surabaya yang tempatnya berada di depan masjid Kejaksaan Negeri 

Surabaya, melayani masyarakat dalam pengambilan surat tilang STNK, 

penyedia jasa jaksa (penuntut umum) Kejaksaan Negeri Surabaya 

mempunyai motto adalah bekerja cermat, tepat dan tuntas.  

Untuk melayani masyarakat umum yang bermasalah dengan hukum 

yang berlaku, seperti melayani masyarakat untuk menerima pembayaran 

uang denda, uang rampasan dan membuatkan tanda terima pembayaran 

biaya perkara,  

Budaya kerja di Kejaksaan Negeri Surabaya yaitu bekerja dengan  

penuh tanggung jawab, komitmen, disiplin, simpati, tertib peraturan,  jujur, 

empati, tepat waktu dalam bekerja dan dapat bekerja dengan teamwork. 

Perilaku pegawai negeri dan pegawai honorer di Kejaksaan Negeri 

Surabaya yaitu berupa rasa bertanggung jawab yang kuat, loyal, kreatif, 

baik hati, murah senyum, bergerak cepat, simpati, serta terampil dan 
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disiplin, serta amalkan sikap dan perilaku yang jujur, dan laksanakan kerja 

sebagai dari ibadah dan semangat. Dengan adanya budaya tersebut di 

Kejaksaan Negeri Surabaya sangat yakin akan dapat segera mencapai 

tujuan Visi dan Misi yang telah di milikinya dan akan dapat segera 

mengembangkan kembali Visi dan Misi nya sesuai dengan perkembangan 

instansi pemerintah Kejaksaan Negeri Surabaya di Era globalisasi. 

Jam operasional Kejaksaan Negeri Surabaya dari hari Senin – Jumat, 

dari pukul 08.00 – 17.00 WIB. Dan pada hari Sabtu Kejaksaan Negeri 

Surabaya libur. 

7. Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kejaksaan 

Negeri Surabaya yaitu: 

a. Penerimaan Uang Rampasan 

Menurut UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara, 

pendapatan Negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang 

berasal dari penerimaan perpajakkan, penerimaan negara bukan pajak, 

serta penerimaan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Penerimaan perpajakkan adalah semua peneriman yang terdiri dari 

pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. 

       Hasil Penjualan Lelang barang rampasan merupakan penerimaan 

hasil Dinas Kejaksaan dan harus disetorkan ke Kas Negara dengan uang 

tunai dan hasil penjualan lelang barang rampasan dilakukan tanpa 

pemotongan bentuk apapun harus segera disetorkan ke Kas Negara 1 X 

24 jam. Penyetoran hasil lelang barang rampasan ke kas Negara 



37 
 

dilakukan oleh juru lelang atas nama bendaharawan khusus/ 

bendaharawan penerima Kejaksaan yang bersangkutan. 

Adapun alur untuk penerimaan uang rampasan : 

1) Penyetor wajib membawa hasil Putusan Pengadilan untuk di bawa 

ke bendahara penerimaan. 

2) Penyetor wajib membawa uang rampasan sesuai yang ada di 

putusan pengadilan. 

3) Penyetor wajib meminta bukti penerimaan uang PNBP kepada 

bendahara penerima.  

Adapun persyaratan untuk penerimaan uang rampasan : 

1) Bendahara penerimaan wajib meminta hasil Putusan Pengadilan 

kepada penyetor bisa jaksa, keluarga tersangka. 

2) Bendahara penerima wajib menghitung dan mencocokkan uang 

PNBP yang diterima dari penyetor. 

3) Membuat bukti penerimaan uang penerimaaan negara bukan pajak. 

b. Penerimaan Penjualan Dokumen Lelang 

Dokumen lelang adalah dokumen persyaratan lelang ada yang sifatnya 

umum dan ada yang khusus. Dokumen umum adalah dokumen yang 

berlaku untuk semua jenis pelelangan, yaitu salinan penunjukan 

penjualan, syarat lelang dari penjual, daftar barang yang akan dilelang. 

Dokumen lelang khusus adalah dokumen yang harus ada pada jenis – 

jenis lelang tertentu seperti lelang penjualan barang inventaris milik 
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pemerintah, yaitu salinan kepurtusan penghapusan dari Mentri/Kepala 

Lembaga/Pemda, dan salinan keputusan pembentukan panitia lelang.  

Adapun alur penerimaan penjualan dokumen lelang : 

1) Pemohon mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Lelang 

atau Pejabat Lelang kelas II melalui Balai Lelang. 

2) Pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual melalui surat 

kabar harian, maksud pengumuman lelang adalah untuk 

memberitahukan kepada khalayak/umum tentang akan diadakan 

pelelangan. 

Adapun persyaratan penerimaan penjualan dokumen lelang : 

1) Menurut SK Menku No. 304/KMK01/2002 Pasal 41 di nyatakan 

bahwa pembayaran uang hasil lelang dilakukan tunai atau dengan 

cek/giro selambat – lambatnya tiga hari kerja setelah pelaksaan 

lelang. 

2) Pembeli yang tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah 

ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak diperbolehkan mengikuti 

lelang diseluruh wilayah Indonesia selama enam bulan. 

3) Penyetoran hasil bersih lelang kepada penjual selambat – lambatnya 

tiga hari kerja setelah pembayaran diterima oleh bendahara 

penerima. 

4) Bendahara penerima menyetorkan bea lelang dan pajak PPH ke kas 

negara selambat – lambatnya dalam waktu satu hari kerja setelah 

pembayaran diterima. 
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c. Sewa Rumah Dinas / Rumah Negara 

        Rumah Negara merupakan barang milik Negara yang dibeli atau 

diperoleh atas beban APBN, sehingga merupakan bagian dari keuangan 

Negara. Sebagai aset Negara yang pemanfaataanya ditujukan oleh 

kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi 

pemerintah maka sudah sewajarnya diatur hal – hal mengenai 

pengadaan, penghunian, pengelolaan, dan pengalihan status hak rumah 

Negara tersebut, dalam Peraturan Perundangan-undanagan. Definisi 

dari rumah Negara dapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 

1994. 

Adapun alur sewa rumah dinas / rumah negara : 

1) Peruntukan rumah negara hanya didapatkan/diberikan kepada 

pejabat atau pegawai negeri dengan hak serta kewajiban yang 

melekat didalamnya. 

Adapun persyaratan sewa rumah dinas / rumah negara : 

1) Harus memiliki Surat Izin penghunian yang diberikan oleh Pejabat 

yang berwenang pada instansi yang bersangkutan. Pemilik Surat 

Izin Penghunian wajib menempati rumah negara selambat – 

lambatnya dalam jangka waktu enam puluh hari sejak surat izin 

penghunian diterima. 

2) Suami dan istri yang masing berstatus pegawai negeri hanya dapat 

menghuni satu rumah negara, kecuali apabila suami istri tersebut 

bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan. 
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d. Uang Pengganti Korupsi 

e. Penerimaan Denda Tilang dan sebagainya 

Adapun alur untuk Penerimaan Denda Tilang dan sebagainya : 

1) Penyetor Denda Tilang wajib membawa hasil Putusan Pengadilan 

untuk di bawa ke bendahara penerimaan 

2) Penyetor Denda Tilang wajib membawa uang denda tilang sesuai 

yang ada di putusan pengadilan 

3) Penyetor wajib meminta bukti penerimaan uang PNBP kepada 

bendahara penerima  

Adapun persyaratan untuk Denda Tilang dan sebagainya : 

1) Bendahara penerimaan wajib meminta hasil Putusan Pengadilan 

kepada penyetor bisa jaksa atau keluarga tersangka. 

2) Bendahara peneriman wajib menghitung dan mencocokkan uang 

denda tilang yang diterima dari penyetor. 

3) Membuat bukti penerimaan uang penerimaaan negara bukan pajak. 

f. Penerimaan Ongkos Perkara / Tilang 

Adapun alur untuk Penerimaan Ongkos Perkara / Tilang : 

1) Penyetor Ongkos Perkara / Tilang wajib membawa hasil Putusan 

Pengadilan untuk di bawa ke bendahara penerimaan 

2) Penyetor Ongkos Perkara / Tilang wajib membawa uang ongkos 

perkara / tilang sesuai yang ada di putusan pengadilan 

3) Penyetor wajib meminta bukti penerimaan uang ongkos perkara / 

tilang kepada bendahara penerima.  
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Adapun persyaratan untuk Ongkos Perkara / Tilang : 

1) Bendahara penerimaan wajib meminta hasil Putusan Pengadilan 

kepada penyetor bisa jaksa atau keluarga tersangka. 

2) Bendahara peneriman wajib menghitung dan mencocokkan uang 

Ongkos Perkara / Tilang yang diterima dari penyetor. 

3) Membuat bukti penerimaan uang penerimaaan negara bukan pajak. 

g. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat. 

      Untuk penyetoran ke Rekening Kas Negara terhadap kelebihan 

pembayaran angggaran di tahun anggaran yang sama/tahun anggaran 

berjalan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian 

Belanja (SSPB) memakai akun belanja yang bersangkutan. 

h. Penerimaan Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan. 

        Pengembalian belanja terjadi akibat kelebihan pengeluaran 

anggaran. Pengembalian belanja pada tahun anggaran berjalan 

dibukukan sebagai kontra pos belanja, sedangkan pengembalian belanja 

tahun anggaran yang lalu dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.  

Dokumen sumber penerimaan pengembalian belanja tahun anggaran 

berjalan adalah Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), sedangkan 

pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu adalah Surat Setoran 

Bukan Pajak (SSBP). 
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B. Hasil Pengumpulan Data / Informasi 

Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kejaksaan Negeri Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Flowchart Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di 
Kejaksaan Negeri Surabaya 

Bendaharawan Penerimaan/Khusus 

1.Menerima dan menghitung uang setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baik 

berupa denda dan ongkos perkara biasa, denda dan ongkos perkara tilang, uang hasil 
rampasan Negara, uang pengganti korupsi, uang penjualan dokumen lelang dari barang 
rampasan, sewa rumah dinas/rumah negara, penerimaan kembali belanja pegawai pusat, 
penerimaan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan 

2.Menulis dan menyiapkan blanko PNBP Surat Setoran Bukan 
Pajak (SSBP) 

3.Menyetorkan uang penerimaan PNBP kepada kas Negara/melalui Bank 
Persepsi/Kantor Pos 

4.Menulis/mencatat semua penerimaan yang telah diterima dan yang telah 
disetor ke Kas Negara pada Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas 
Pembantu 

5.Mengetik Berita Acara dan mengarsip serta merapikan semua bukti 
penerimaan dan pengeluaran  

6.Mengentry semua penerimaan dan penyetoran PNBP ke Kas Negara ke 
dalam Aplikasi KPPN SILABI Bendaraha Penerimaan (Sistem Laporan 
Bendahara Instansi) 

7.Mencetak Berita Acara dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) 
SILABI Penerimaan serta melaorkan ke KPPN 

8.Mengetik Laporan Pertanggungjawaban Penerimaaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP)  
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Penerimaan Negara bukan Pajak di Kejaksaan Negeri Surabaya melalui 

penerimaan oleh Bendaharawan Penerimaan/Khusus: 

1. Menerima dan menghitung uang setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) baik berupa denda dan ongkos perkara biasa, denda dan ongkos 

perkara tilang, uang hasil rampasan Negara, uang pengganti korupsi, uang 

penjualan dokumen lelang dari barang rampasan, sewa rumah dinas/rumah 

negara, penerimaan kembali belanja pegawai pusat, penerimaan pengembalian 

belanja tahun anggaran berjalan. 

Adapun Tahapan Kegiatan, yaitu: 

a. Bendahara Penerimaan wajib meminta hasil Putusan Pengadilan 

kepada penyetor untuk penerimaan uang hasil denda perkara biasa 

dan uang biaya perkara/meminta Berita Acara penyetoran untuk hasil 

denda tilang dan ongkos perkara/meminta BA 16 untuk penerimaan 

uang hasil rampasan/meminta risalah lelang untuk penyetoran uang 

hasil lelang barang dari barang rampasan (Penyetor biasanya 

Jaksa/Keluarga Tersangka/petugas barang bukti/Ketua Panitia 

Lelang). 
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Sumber : Kejaksaan Negeri Surabaya, 2015 

Gambar 4. 6 Foto Putusan Pengadilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kejaksaan Negeri Surabaya, 2015 

Gambar 4.7 Foto Berita Acara Penerimaan Hasil Denda dan 

Biaya Perkara 
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Sumber : Kejaksaan Negeri Surabaya, 2015 

Gambar 4.8 Foto BA 16 Berita Acara Pelaksaan Putusan Pengadilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kejaksaan Negeri Surabaya, 2015 

Gambar 4.9 Foto Register Penerimaan Uang Hasil Rampasan 
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Sumber : Kejaksaan Negeri Surabaya, 2015 

Gambar 4.10 Foto Register Penerimaan Uang Hasil Denda Perkara 

Biasa 

b. Bendahara Penerima menerima, menghitung dan mencocokan uang 

PNBP yang diterima dan menyimpan di berangkas bendaharawan 

penerimaan sebelum disetorkan ke Kas Negara.  

c. Bendahara Penerimaan membuat Bukti Penerimaan uang Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) (Formulir D3) 3 lembar, lembar ke 1 

untuk penyetor, lembar ke-2 diserahkan kepadaTindak Pidana Umum 

untuk dilampirkan pada berkas perkara, lembar ke 3 untuk arsip  

bendahara penerimaan. 

 

 

 

 

 

Sumber : Kejaksaan Negeri Surabaya, 2015 

Gambar 4.11 Foto Formulir  D3 untuk Biaya Perkara 
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d. Tandatangan bendahara penerimaan dan membubuhkan stampel 

Kejaksaan Negeri Surabaya. 

e. Bendahara Penerima mencatat Registrasi Penerimaan PNBP. 

2. Menulis dan menyiapkan blanko Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) 

Adapun Tahap Kegiatan, yaitu: 

a. Bendahara Penerimaan segera menyiapakan blanko Surat Setoran 

Bukan Pajak (SSBP) berkas bukti penerimaan PNBP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kejaksaan Negeri Surabaya, 2015 

Gambar 4.12 Foto Blanko Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) 

 

b. Bendahara Penerimaan menyiapkan blanko Surat Setoran Bukan 

Pajak (SSBP) dan memberi nomor urut setoran. 
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c. Bendahara Penerima mengisi blanko Surat Setoran Bukan Pajak 

(SSBP) sesuai dengan jumlah yang ada didalam putusan, tanggal 

setoran, jenis setoran sesuai dengan kode MAP (Mata Anggaran 

Penerimaan), keterangan diisi rincian setoran dan di buat sebanyak 

lima rangkap Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). 

d. Bendahara Penerimaan membubuhkan stampel pada blanko Surat 

Setoran Bukan Pajak (SSBP). 

Sumber : Kejaksaan Negeri Surabaya, 2015             

  Gambar 4. 13 Foto Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) di Isi 

                    

3. Menyetorkan uang penerimaan PNBP kepada kas Negara/melalui Bank 

Persepsi/Kantor Pos 

Adapun Tahap Kegiatan, yaitu: 
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a. Bendahara Penerimaaan memastikan dan menghitung kembali uang 

yang akan disetor ke Kas Negara dengan total setoran yang ada pada 

blanko Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). 

b. Menuju ke Bank Presepsi/Kantor Pos untuk melakukan penyetoran. 

c. Bendahara Penerimaan menyerahkan blanko Surat Setoran Bukan 

Pajak (SSBP) dan uang yang sudah sesuai pada teller untuk 

melakukan proses penyetoran. 

d. Menerima blanko Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) lembar 1, 3, 5 

yang sudah tervalidasi oleh Bank. 

e. Memeriksa validasi dengan isian yang ada di Surat Setoran Bukan 

Pajak (SSBP) (memastikkan nomor NTPN sudah ada, mencocokkan 

nomor Mata Anggaran Penerimaan (MAP), mencocokkan jumlah 

setoran yang ada). 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Sumber : Kejaksaan Negeri Surabaya, 2015 

                 Gambar 4.14 Foto Validasi SSBP untuk dicetak kembali sebelum         

meninggalkan bank 
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f. Lembar tembusan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) disimpan dan 

dibawa kembali kekantor. 

4. Menulis/mencatat semua penerimaan yang telah diterima dan yang telah 

disetor ke Kas Negara pada Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas 

Pembantu 

Adapun Tahap Kegiatan, yaitu: 

a. Bendahara menyiapkan data penerimaan dan penyetoran yang akan 

ditulis. 

b. Bendahara menulis Buku Kas Umum (BKU) dan buku pembantu 

secara berurutan berdasarkan nomor Surat Setoran Bukan Pajak 

(SSBP). 

 

Sumber : Kejaksaan Negeri Surabaya, 2015 

Gambar 4.15 Foto Buku Kas Umum (BKU) 

c. Setelah Buku Kas Umum (BKU) dan buku pembantu telah di tulis 

dan dihitung sesuai dengan jumlah penyetoran ke Kas Negara segera 

ditandatangani oleh Bendahara Penerima 
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d. Meminta tandatangan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya. 

5. Mengetik Berita Acara dan mengarsip serta merapikan semua bukti 

penerimaan dan pengeluaran 

Adapun Tahap Kegiatan, yaitu: 

a. Mengkategorikan semua bukti penyetoran Surat Setoran Bukan Pajak 

(SSBP) dan berkas lampirannya sesuai dengan jenis Mata Anggaran 

Penerimaan (MAP). 

b. Membuat berita acara penerimaan PNBP dan ditandatangani 

Bendahara Penerimaan. 

c. Menyerahkan berita acara, bukti setor SSBP dan berkas lampirannya 

kepada Kasubagbin untuk di koreksi dan ditandatangani. 

d. Menata berkas dengan mengklasifikasikan menurut nomor Surat 

Setoran Bukan Pajak(SSBP) dan tanggal masuk ke Kas Negara. 

e. Menyimpan berkas yang sudah tersusun rapi ke dalam lemari arsip 

Bendahara Penerima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kejaksaan Negeri Surabaya, 2015 

Gambar 4.16 Foto Dokumen Arsip 
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6. Mengentri semua penerimaan dan penyetoran PNBP ke Kas Negara ke 

dalam Aplikasi KPPN SILABI (Sistem Laporan Bendahara Instansi) 

Bendaraha Penerimaan  

Adapun Tahap Kegiatan, yaitu: 

a. Bendahara Penerimaan mempersiapkan peralatan dalam penginputan 

SILABI (Sistem Laporan Bendahara Instansi), seperti leptop dan 

aplikasi. 

b. Membuka aplikasi SILABI (Sistem Laporan Bendahara Instansi) 

c. Mengentry data ke dalam aplikasi SILABI (Sistem Laporan 

Bendahara Instansi) 

d. Menarik data hasil entry serta mencocokkan hasil akhirnya. 

e. Membuat berita acara Rekonsiliasi dan berita acara pemeriksaan kas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kejaksaan Negeri Surabaya, 2015 

Gambar 4.17 Foto Tampilan Home Aplikasi SILABI Penerimaan 
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Sumber : Kejaksaan Negeri Surabaya, 2015 

Gambar 4.18 Foto Entry Data Transaksi Penerimaan 

 

 

Sumber : Kejaksaan Negeri Surabaya, 2015 

Gambar 4.19 Foto Posting Data untuk mencetak Berita Acara 

dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 
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Sumber : Kejaksaan Negeri Surabaya, 2015 

Gambar 4.20 Foto Dokumen LPJ 

 

 

Sumber : Kejaksaan Negeri Surabaya, 2015 

Gambar 4.21 Foto Berita Acara Rekonsiliasi Kas 
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Sumber : Kejaksaan Negeri Surabaya, 2015 

Gambar 4.22 Foto Berita Acara Pemeriksaan Kas 

7. Mencetak Berita Acara dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) SILABI 

Penerimaan serta melaporkan ke KPPN 

Adapun Tahap Kegiatan, yaitu: 

a. Mempersiapkan peralatan untuk mencetak berita acrara dan Laporan 

Pertanggung Jawaban(LPJ) (laptop, aplikasi, dan Printer). 

b. Login Kedalam aplikasi SILABI. 

c. Mencetak berita acara Rekonsiliasi dan LPJ dan ditandatanganin oleh 

bendahara penerimaan. 

d. Menyerahkan hasil cetakan ke Kasubagbin untuk meminta paraf. 

e. Meminta tandatangan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya berita acara 

dan LPJ SILABI penerimaan dan membubuhi stampel. 
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8. Mengetik Laporan Pertanggungjawaban Penerimaaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) 

Adapun Tahap kegiatan, yaitu: 

a. Mempersiapkan Printer dan Komputer. 

b. Mengentrykan data penerimaan dan setoran PNBP yang sudah 

disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan masing-masing Mata 

Anggaran Penerimaan (MAP). 

c. Mencocokkan kesesuaian data entry dengan di Buku Kas Umum 

(BKU) dan Buku Pembantu. 

d. Mencetak hasil pengetikan dan ditandatangani bendahara 

penerimaan. 

e. Menyerahkan laporan kepada Kasubagbin untuk diberi paraf. 

f. Meminta tandatangan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya. 

g. Memberi stampel dan memberi nomor urut untuk Surat Keluar Biasa. 
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               Sumber : Kejaksaan Negeri Surabaya, 2015 

Gambar 4.23 Foto Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban 

                                

 
 

Sumber : Kejaksaan Negeri Surabaya, 2015 

Gambar 4.24 Foto Dokumen Laporan Pertanggungjawaban 

PNBP 
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Sumber : Kejaksaan Negeri Surabaya, 2015 

Gambar 4.25 Foto Dokumen Laporan Rekapitulasi Bukti Setor 

PNBP 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 

Tanggal 7 Juli 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara 

Bukan Pajak, yaitu jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

belaku pada Kejaksaan Agung: 

a. Penerimaan dari penjualan barang rampasan 

b. Penerimaan dari penjualan hasil sitaan/rampasan 

c. Penerimaan dari ganti rugi dan tindak pidana korupsi 

d. Penerimaan biaya perkara 

e. Penerimaan lain-lain, berupa uang temuan, hasil barang lelang 

temuan dan hasil penjualan barang bukti yang tidak diambil 

oleh yang berhak 
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f. Penerimaan denda 

Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ada di Kejaksaan 

Negeri Surabaya ada delapan jenis PNBP, yaitu: 

a. Penerimaan Uang Rampasan 

Menurut UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara, 

pendapatan Negara dan hibah adalah semua penerimaan Negara yang 

berasal dari penerimaan perpajakkan, penerimaan Negara bukan pajak, 

serta penerimaan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Penerimaan perpajakkan adalah semua peneriman yang terdiri dari 

pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. 

       Hasil Penjualan Lelang barang rampasan merupakan penerimaan 

hasil Dinas Kejaksaan dan harus di setorkan ke Kas Negara dengan 

uang tunai dan hasil penjualan lelang barang rampasan dilakukan 

tanpa pemotongan bentuk apapun harus segera disetorkan ke Kas 

Negara 1 X 24 jam. Penyetoran hasil lelang barang rampasan ke kas 

Negara dilakukan oleh juru lelang atas nama bendaharawan khusus/ 

bendaharawan penerima Kejaksaan yang bersangkutan.  

Adapun alur untuk penerimaan uang rampasan : 

1) Penyetor wajib membawa hasil Putusan Pengadilan untuk di bawa 

ke bendahara penerimaan. 

2) Penyetor wajib membawa uang rampasan sesuai yang ada di 

putusan pengadilan. 
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3) Penyetor wajib meminta bukti penerimaan uang PNBP kepada 

bendahara penerima.  

Adapun persyaratan untuk penerimaan uang rampasan : 

1) Bendahara penerimaan wajib meminta hasil Putusan Pengadilan 

kepada penyetor bisa jaksa, keluarga tersangka. 

2) Bendahara penerima wajib menghitung dan mencocokkan uang 

PNBP yang diterima dari penyetor. 

3) Membuat bukti penerimaan uang penerimaaan negara bukan pajak. 

b. Penerimaan Penjualan Dokumen Lelang 

        Dokumen lelang adalah dokumen persyaratan lelang ada yang 

sifatnya umum dan ada yang khusus. Dokumen umum adalah 

dokumen yang berlaku untuk semua jenis pelelangan, yaitu salinan 

penunjukan penjualan, syarat lelang dari penjual, daftar barang yang 

akan dilelang. Dokumen lelang khusus adalah dokumen yang harus 

ada pada jenis – jenis lelang tertentu seperti lelang penjualan barang 

inventaris milik pemerintah, yaitu salinan kepurtusan penghapusan 

dari Mentri/Kepala Lembaga/Pemda, dan salinan keputusan 

pembentukan panitia lelang.  

Adapun alur penerimaan penjualan dokumen lelang : 

1) Pemohon mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Lelang 

atau Pejabat Lelang kelas II melalui Balai Lelang. 

2) Pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual melalui surat 

kabar harian, maksud pengumuman lelang adalah untuk 
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memberitahukan kepada khalayak/umum tentang akan diadakan 

pelelangan. 

Adapun persyaratan penerimaan penjualan dokumen lelang : 

1) Menurut SK Menku No. 304/KMK01/2002 Pasal 41 di nyatakan 

bahwa pembayaran uang hasil lelang dilakukan tunai atau dengan 

cek/giro selambat – lambatnya tiga hari kerja setelah pelaksaan 

lelang. 

2) Pembeli yang tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah 

ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak diperbolehkan mengikuti 

lelang diseluruh wilayah Indonesia selama enam bulan. 

3) Penyetoran hasil bersih lelang kepada penjual selambat – lambatnya 

tiga hari kerja setelah pembayaran diterima oleh bendahara 

penerima. 

4) Bendahara penerima menyetorkan bea lelang dan pajak PPH ke kas 

negara selambat – lambatnya dalam waktu satu hari kerja setelah 

pembayaran diterima. 

c. Sewa Rumah Dinas / Rumah Negara 

Rumah Negara merupakan barang milik Negara yang dibeli atau 

diperoleh atas beban APBN, sehingga merupakan bagian dari 

keuangan Negara. Sebagai aset Negara yang pemanfaataanya 

ditujukan oleh kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

instansi pemerintah maka sudah sewajarnya diatur hal – hal mengenai 

pengadaan, penghunian, pengelolaan, dan pengalihan status hak 
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rumah Negara tersebut, dalam Peraturan Perundangan-undanagan. 

Definisi dari rumah Negara dapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

40 Tahun 1994. 

Adapun alur sewa rumah dinas / rumah negara : 

1) Peruntukan rumah negara hanya didapatkan/diberikan kepada 

pejabat atau pegawai negeri dengan hak serta kewajiban yang 

melekat didalamnya. 

Adapun persyaratan sewa rumah dinas / rumah negara : 

1) Harus memiliki Surat Izin penghunian yang diberikan oleh Pejabat 

yang berwenang pada instansi yang bersangkutan. Pemilik Surat 

Izin Penghunian wajib menempati rumah negara selambat – 

lambatnya dalam jangka waktu enam puluh hari sejak surat izin 

penghunian diterima. 

2) Suami dan istri yang masing berstatus pegawai negeri hanya dapat 

menghuni satu rumah negara, kecuali apabila suami istri tersebut 

bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan. 

d. Uang Pengganti Korupsi 

e. Penerimaan Denda Tilang dan sebagainya 

Adapun alur untuk Penerimaan Denda Tilang dan sebagainya : 

1) Penyetor Denda Tilang wajib membawa hasil Putusan Pengadilan 

untuk di bawa ke bendahara penerimaan 

2) Penyetor Denda Tilang wajib membawa uang denda tilang sesuai 

yang ada di putusan pengadilan 
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3) Penyetor wajib meminta bukti penerimaan uang PNBP kepada 

bendahara penerima  

Adapun persyaratan untuk Denda Tilang dan sebagainya : 

1) Bendahara penerimaan wajib meminta hasil Putusan Pengadilan 

kepada penyetor bisa jaksa atau keluarga tersangka. 

2) Bendahara peneriman wajib menghitung dan mencocokkan uang 

denda tilang yang diterima dari penyetor. 

3) Membuat bukti penerimaan uang penerimaaan negara bukan pajak. 

f. Penerimaan Ongkos Perkara / Tilang 

Adapun alur untuk Penerimaan Ongkos Perkara / Tilang : 

1) Penyetor Ongkos Perkara / Tilang wajib membawa hasil Putusan 

Pengadilan untuk di bawa ke bendahara penerimaan 

2) Penyetor Ongkos Perkara / Tilang wajib membawa uang ongkos 

perkara / tilang sesuai yang ada di putusan pengadilan 

3) Penyetor wajib meminta bukti penerimaan uang ongkos perkara / 

tilang kepada bendahara penerima.  

Adapun persyaratan untuk Ongkos Perkara / Tilang : 

1) Bendahara penerimaan wajib meminta hasil Putusan Pengadilan 

kepada penyetor bisa jaksa atau keluarga tersangka. 

2) Bendahara peneriman wajib menghitung dan mencocokkan uang 

Ongkos Perkara / Tilang yang diterima dari penyetor. 

3) Membuat bukti penerimaan uang penerimaaan negara bukan pajak. 

g. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat 
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h. Penerimaan Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan. 

C. Temuan 

      Dalam melakukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

permasalahan pada Kejaksaan Negeri Surabaya dialami oleh 

bendaharawan penerimaan yaitu, masalahnya terkadang jika penyetor 

tidak membawa hasil putusan pengadilan, maka proses Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) akan tertunda lagi dan proses PNBP tidak berjalan 

dengan tepat waktudan kurangnya PC serta Laptop  yang didalamnya 

sudah terdapat aplikasi keuangan, padahal untuk bendahara penerimaan 

dan bendahara pengeluaran mempunyai aplikasi yang berbeda sehingga 

hal ini akan memperlambat pekerjaan. Solusinya sebaiknya bendahara 

penerimaan lebih tegas dan harus mengingatkan kepada penyetor jika 

penyetor tidak membawa putusan pengadilan, begitu juga dengan 

kekurangan pada PC dan laptop untuk melakukan pekerjaan operasional 

bendahara hendaknya perlu diperhatikan agar pekerjaan bendahara dapat 

berjalan dengan lancar dan terselesaikan tepat pada waktunya. 

 

 

 

 

 

 

 


